MENJADI JURNALIS ANTI KORUPSI

Ariyo Ardi (Wapemred iNews)
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SUMBER HIBURAN SAAT DI RUMAH

Televisi masih menjadi pilihan masyarakat sebagai sumber
hiburan dan informasi disaat pandemi

83% 69% 31% 23% 21%
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Menonton TV sliees sosel Menonton Mendengarkan Bermain game
Media serial/film musik/radio/podcast online
online online/offline

Sumber: Nielsen New Normal Survey 2020, Usia 10+, 11 Kota, N: 537
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KASUS DJOKO TJANDRA KASUS HAMBALANG KORUPS! E-KTP

Kerugian Rp. 904 M Kerugian Rp. 706 M Kerugian Rp. 2,3 T
Rating: 0,30 | Share: 2,71 Rating: 0,61 | Share: 3,27
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SUAP DANA HIBAH KON KASUS JINASRAYA JUAL BELI JABATAN KEMENAG
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Kerugian Rp. 19 M Kerugian Rp. 16,81 T Kerugian Rp. 346,4 Juta
Rating: 0,24 | Share: 2,98 Rating: 0,32 | Share: 2,80 Rating: 0,40 | Share: 2,25




BERITA KORUPSI YANG DIMINATI

1 MELIBATKAN 2 DRAMA
TOKOH
TERKENAL

3 DAMPAK 4 NILAI KERUGIAN




TANTANGAN

VISUAL DATA NARASUMBER  VERIFIKASI
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PEMBELAJARAN

KASUS KORUPSI
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MEMBUMIKI-\N DAMPAK FOKUS PADA
ISU TERHADAP INTI KASUS

MASYARAKAT







- Bantuan tidak merata

- Orang yang
membutuhkan tidak
terdaftar

- Orang yang terdaftar
tidak mendapatkan
bantuan

- Tidak bisa menerima
karena KTP pendatang

- Kurang Sosialisasi




Kepala daerah yang mendompleng bantuan
Covid dengan cara pasangan sticker

Di daerah yang kepala daerahnya akan maju
cenderung meminta anggaran besar, meski
kasus Covid-19 sudah rendah

Sebaliknya, di daerah yang kepala daerahnya
tidak akan maju, anggaran yang diminta kecil
meski kasus Covid masih tinggi

Empat titik rawan korupsi bantuan Covid
pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing
dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN
dan APBD, pengelolaan filantropi atau
sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan
bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan
bansos




® Politik Uang
® Celah Hukum
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Singapore ELectib



ATURAN DANA KAMPANYE

Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 74
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017

Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang didaftarkan ke KPU
Propinsi atau KPU Kabupaten kota | Sumbangan tidak mengikat | Sumbangan Individu
maksimal Rp 75.000.000 | Sumbangan Badan Hukum Swasta Rp 750.000.000 |
Boleh menerima sumbangan non tunai selama tidak melebihi jumlah yang ditentukan |
Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas
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